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ABSTRACT. This study aims to determine the understanding of taxation on 

individuals as well as how motivation to pay taxes and sanctions can affect taxpayer 

compliance in Batam City. In this study, the research approach used is a qualitative 

method. The technique of collecting research data was done by means of a 

questionnaire. The population is an individual taxpayer in Taman BPD Indah Batam 

Housing, Batam Centre. This study took a sample of 36 respondents. Data processing 

using SPSS v21.0 software. Using the correlation coefficient test, namely t test, 

coefficient of determination, coefficient of determination, simple regression, normality 

test, linearity test and multiple regression. Based on the data that has been analyzed 

by the author, Tax Understanding has no effect on Taxpayer Compliance. But the other 

variables, namely Motivation to Pay Taxes and Tax Sanctions on Taxpayer 

Compliance have a high influence. From all the data that has been processed, the 

writer concludes that the X variable dominantly affects the Y variable. So 

understanding of taxes, motivation to pay taxes and tax sanctions can be said to have 

a significant influence on individual taxpayer compliance in Batam. 
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Situasi yang masih mengkhawatirkan untuk mengamati bahwa tingkat 

kepatuhan wajib pajak terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Banyak wajib 

pajak belum sadar bahwa mereka harus mematuhi kewajibannya, baik itu melaporkan 

surat pemberitahuan tahunan maupun membayar pajak, oleh karena itu, penerimaan 

negara dari penghasilan pajak tidak optimal. “Penerimaan  negara hanya mencapai  

75%  berasal  dari  pajak, padahal jika  penerimaan  melebihi  target,  pembangunan  

di  Indonesia dapat  mencapai  kondisi  yang  optimal  dan  mampu  mewujudkan  

keadilan  dan  kesejahteraan  bagi segenap masyarakat” (Rahmadian, 2013). 

Sebagian besar wajib pajak yang telah memahami undang-undang perpajakan 

dan telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dapat langsung mendatangi 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) negara untuk melapor. Namun, masih banyak 

masyarakat, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil, yang tidak mengetahui 

proses pelaporan pajak. Potensi sistem perpajakan Indonesia sangat besar, namun 

sistem pelaporannya tidak berjalan dengan baik dan merugikan posisi perpajakan yang 

bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional.  

Dengan memperlakukan semua wajib pajak secara setara dan tidak membaginya 

menjadi wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar dan wajib pajak kecil, 

keadilan pajak dipersepsikan sebagai kekuatan kepatuhan di antara wajib pajak, 

dengan kata lain keadilan pajak menciptakan kepatuhan. 

“Pemahaman  perpajakan merupakan  parameter  penting  dalam  kaitannya  

dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak” (Manek & 

Subardjo, 2019).   

“Sanksi pajak merupakan  jaminan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundangan  

perpajakan (norma   perpajakan)   yang   wajib   ditaati/dipatuhi/dituruti.   Sanksi   

perpajkan   merupakan   alat pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  

perpajakan” (Wujarso, 2016).  Pelanggaran pajak di setiap tingkatan dapat dikenakan 

sanksi. Setelah amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007), setiap jenis pelanggaran perpajakan 

dikenakan sanksi, bahkan pada tingkat yang paling rendah. Sudah ada ketentuan sanksi 



        EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 1b, April 2022 

                                                           ISSN: 1979-0856 | 71 
 

terhadap wajib pajak dan fiskus yang melanggar kewajibannya. Sebuah undang-

undang meminimalkan hukuman bagi otoritas pajak dan wajib pajak yang melanggar 

kewajiban mereka. Aparat pajak harus menegakkan hukum perpajakan yang adil 

terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajaknya, sehingga wajib pajak akan 

termotivasi untuk membayar pajak jika hukum diterapkan secara adil. 

 (Sulistiyono, 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa   isu   korupsi,   

ketidakpuasan masyarakat     atas     pelayanan     dan mekanisme  pajak  merupakan  

hal-hal yang  mempengaruhi  motivasi  wajib pajak  dalam  membayar  pajak Menurut  

(Mangoting & Sadjiarto, 2013) bahwa  keputusan  kepatuhan  wajib  pajak juga  

dipengaruhi  oleh  utilitas  yang  akan diperoleh dengan adanya insentif keuangan,   

insentif   keuangan   dibentuk oleh    sanksi    dan    denda    perpajakan, pemeriksaan  

pajak  dan  tarif  pajak.  Hal tersebut juga dikemukakan oleh (Cahyonowati, 2011) 

yang mengemukakan   bahwa   tingkat   moral wajib  pajak  di  indonesia  belum  

tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaaan dari faktor eksternal yaitu 

oleh besarnya denda pajak. 

Mengetahui hak dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Dengan banyaknya ketentuan dan 

peraturan perpajakan serta peraturan yang sering berubah-ubah maka para wajib pajak 

perlu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuannya, baik melalui sosialisai 

maupun secara mandiri.  

Pelaksanaan sanksi pajak juga dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban 

perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena merka 

memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya 

mengabaikan pajak. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa ketentuan perundang-

undangan perpajakan akan dituruti, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat 

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011) 

Tujuan   penelitian   adalah   menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, 

Motivasi membayar pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib pajak 

orang pribadi di Kota Batam  



        EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 1b, April 2022 

                                                           ISSN: 1979-0856 | 72 
 

 

 

KAJIAN TEORI 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang yang bergantung akan pajak, untuk itu 

diharapkan warga negara untuk turut serta patuh membayar pajak tepat pada waktunya, 

kepatuhan wajib pajak dapat di lakukan dengan wajib pajak yang memenuhi semua 

kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Dalam kepatuhan pajak, wajib pajak memastikan bahwa semua kewajiban 

perpajakannya telah dipenuhi dan bahwa hak perpajakannya telah dilaksanakan. 

Undang-undang perpajakan ditegakkan dengan mengaudit wajib pajak dan 

memberikan kompensasi kepada mereka setelah ditemukan pelanggaran (Trihadi 

Waluyo, 2018). 

 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak 

wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, 

dan menandatanganinya. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh 

dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan 

melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib 

pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal 

usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya, kepatuhan 

pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara 

formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan 

procedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu 

menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, 

yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan pajak 

materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
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ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan 

(Asosiasi Tax Center). 

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia sendiri yang 

menerapkan sitem self assessment yaitu dimana wajib pajak melaporkan dan 

menghitung sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dari itu setiap wajib 

pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban 

perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu. 

 

Pemahaman Pajak 

Kebanyakan orang-orang di Indonesia yang memiliki pendidikan seharusnya 

sudah memahami tentang perpajakan. Tetapi tidak semua wajib pajak adalah warga 

yang berpendidikan. Maka dari itu diharapkan sosialisasi oleh Dirjen Pajak harus 

dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang 

tidak paham akan perpajakan dan menjadi alasan untuk tidak membayar pajak. 

Pemahaman pajak bisa meliputi paham akan caranya melaporkan pajak, menghitung 

pajak terutama cara membayar pajak. 

Dikala masyarakat telah mendengar atau mempelajari mengenai perpajakan 

berarti bahwa wajib pajak telah mengetahui peraturan, undang-undang, dan prosedur 

perpajakan, dan dari sana mereka dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan 

perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan pengembalian pajak, dan sebagainya. 

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat jika wajib pajak 

mengetahui dan memahami peraturan tersebut. 

Menurut Rahayu (2017) menjelaskan terdapat beberapa indikator yg perlu 

dipahami dan diketahui oleh wajib pajak, antara lain : (1) Pengetahuan mengenai 

perpajakan dan tata cara perpajakan; (2) Pengetahuan mengenai system pajak di 

Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia. 
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Motivasi Membayar Pajak 

Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh 

motivasi mereka untuk melakukannya. Motivasi adalah suatu keadaan dalam diri 

seseorang yang membuat orang itu melakukan suatu tindakan tertentu (Mianti & 

Budiwitjaksono, 2021).  

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa motivasi membayar pajak 

adalah suatu keinginan yang timbul dari diri seseorang yang mendorong seseorang 

tersebut untuk membayar pajak baik secara sadar ataupun tidak. 

 Potensial dalam diri seseorang yang dapat dikembangkan oleh sejumlah 

dorongan baik dalam diri maupun dorongan dari luar individu tersebut yang dapat 

mempengaruhi hasil kinerjanya baik secara positif atau negatif tergantung pada situasi 

dan kondisi yang di hadapi.  

 Menurut Winardi (2002) menyatakan bahwa motivasi mewakili proses-proses 

psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi 

kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan kearah tujuan tertentu. Motivasi yang 

berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang 

masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju 

pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu Negara. 

 

Sanksi Perpajakan 

Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan 

perpajakan (norma   perpajakan) yang   wajib   ditaati/dipatuhi/dituruti.   Sanksi   

perpajkan   merupakan   alat pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  

perpajakan (Wujarso, 2016) . Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari level terkecil 

sampai level tertinggi  tersedia  ancaman  sanksinya. Pasca amandemen Undang-

Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pemerintah Indonesia menggulirkan 

ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi pelanggaran kewajiban wajib pajak dan 

fiscus. Peraturan perundangan meminimalisir Tindakan pelanggaran hukum yang 



        EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 1b, April 2022 

                                                           ISSN: 1979-0856 | 75 
 

dikenakan kepada wajib pajak maupun fiscus. Penegakkan hukum secara adil oleh 

aparat pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajiban 

pajak. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari 

Dirjen Pajak dan petugas pajak, namun  membutuhkan  peran  aktif  dari  para  wajib  

pajak  itu  sendiri. 

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan 

sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan denda, bunga dan kenaikan dikenakan 

sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak 

terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana 

penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang 

dilakukan pihak-pihak terkait. 

 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Semakin banyak wajib pajak yang memahami, termotivasi dan mengetahui sanksi 

perpajakan akan semakin tinggi tingkat kesadaran pembayaran pajak orang pribadi. 

(Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019) menyatakan meningkatnya 

pemahaman wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui konsekuensi 

yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. 

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

(Gregorius Erwin & Nur Handayani, 2021) menyatakan motivasi yang cukup 

memberikan kesadaran kepada wajib pajak. Motivasi tersebut dapat berupa kelayakan 

fasilitas prasarana serta sarana yang akan dihasilkan dari penerimaan pajak yang akan 

dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak itu sendiri.  
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H2 : Motivasi membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

(Widowati, 2014) Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat 

menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menjadi pelajaran bagi wajib pajak 

agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. 

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

H4 : Pemahaman perpajakan, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar.1 : Konsep Kerangka Pemikiran 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui 

teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan secara online 

menggunakan g-form dan diisi secara sukarela oleh wajib pajak pribadi yang tinggal 

di kota Batam yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan hasil pengaruh 

pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak pribadi. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipakai di penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini, 

data kualitatif diambil dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada para wajib 

pajak di Perumahan Taman Bepede Indah.  

 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan sebagian besar warga Perumahan 

Taman Bepede Indah sebagai populasi penelitian. Kriteria penentuan sampel adalah 

wajib pajak orang pribadi yang berada di Perumahan Taman BPD Indah, Batam. 

Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 36 orang dengan metode Quota 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menentukan kuota 

atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuanya sama dengan 

accidental sampling, tetapi peneliti terlebih dahulu menetapkan jumlah sampel yang 

diperlukan.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran 

kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan penelitian yang 

harus dijawab oleh responden yang adalah Wajib Pajak yang tinggal di Perumahan 

Taman Bepede Indah di tahun 2021. 
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Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Perumahan Taman 

Bepede Indah kota Batam. Khususnya para warga yang menjadi wajib pajak. Sampel 

yang digunakan sebanyak 36 responden. Menggunakan metode kualitatif melalui uji 

dengan spss versi 21.0 menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman, motivasi dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi maka terdapat 36 orang wajib 

pajak yang menjadi responden penelitian ini. Maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. 

Deviation 

Pemahaman Pajak 36 9 35 17.69 6.182 

Motivasi Membayar Pajak 36 10 49 25.56 9.635 

Sanksi Perpajakan 36 11 51 28.64 10.694 

Kepatuhan Wajib Pajak 36 9 45 21.67 11.100 

Valid N 36     

  

 Analisis ini untuk mengetahui deskripsi data variable seperti mean, nilai 

minimum, nilai maximum, dan standar deviasi. Dari table diatas dapat dilihat 

pemahaman pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 35, nilai mean 17.69, 
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dan standard deviation 6.182. Motivasi membayar pajak memiliki nilai minimum 10, 

nilai maximum 49, nilai mean 25.56, dan standard deviation 9.635. Sanksi perpajakan 

memiliki nilai minimum 11, nilai maximum 51, nilai mean 28.64, dan standard 

deviation 10.694. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 

45, nilai mean 21.67, dan standard deviation 11.100. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 (Ghozali, 2009) mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner.  

Uji Validitas 

Tabel 2 

 

 Untuk mengetahui data yang valid adalah Corrected Item-Total Correlation 

(indeks daya beda rxy) ≥ 0,3. Maka dilihat dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa 

setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel 

pemahaman pajak adalah valid. 

Tabel 3 
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 Berdasarkan Uji Validitas diketahui skala motivasi membayar pajak 

Corrected Item-Total Correlation (indeks daya beda rxy) ≥ 0,3. Dari tabel 3 maka 

dapat disimpulkan setiap nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk 

variabel motivasi membayar pajak adalah valid. 

 

 

Tabel 4 
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 Berdasarkan uji validitas skor Corrected Item-Total Correlation (indeks daya 

beda rxy ) ≥ 0,3. Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa setiap nilai pada masing-

masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel sanksi pajak adalah valid. 

Tabel 5 

 

Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur diketahui skor Corrected Item-

Total Correlation (indeks daya beda rxy) ≥ 0,3. Maka dapat dilihat dari tabel 5 setiap 

nilai pada masing-masing pertanyaan pada kuesioner untuk variabel tersebut adalah 

valid. 

  

Uji Reabilitas 

Tabel 6 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Kategori 

Interval 

Reliabilitas 

 

Pemahaman Pajak (X1) .860 Reliabel 

Motivasi Membayar Pajak (X2) .937 Sangat 

Reliabel 
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Sanksi Perpajakan (X3) .960 Sangat 

Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) .990 Sangat 

Reliabel 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil dari uji reabilitas pada output reliabilitas 

yaitu pada nilai cronbach’s alpha dengan nilai diatas 0,600 yang dapat disimpulkan 

bahwa alat ukur pada kuesioner telah reliabel. 

 

Uji Koefisien Korelasi 

Model Summaryb 

Tabel 7 

 

a. Predictors : (constant), pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, sanksi 

perpajakan 

b. Dependent Variable : kepatuhan wajib pajak 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa r = 0.918 yang menyatakan bahwa 

yang berarti hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki 

nilai positif karena r mendekati +1. 

 

Uji t 

 Berdasarkan tabel hasil uji t dibawah, jika dibandingkan dengan t hitung > t 

tabel pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 1.858 <  2.037 

maka h0 di terima sedangkan ha di tolak yang menunjukan tidak terdapat pengaruh 

antara Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil uji t 
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motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah  2.080 > 2.037 maka 

h0 di tolak dan ha di terima dan dinyatakan terdapat pengaruh antara Motivasi 

membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil uji t sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 3.118 > 2.037 maka h0 di tolak dan ha di terima 

dan terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Tabel 8 

 

 

Koefisien Determinasi 

 Dilihat dari tabel 7 nilai r square adalah 0.843 yang berarti kontribusi 

pemahaman pajak, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak  sebesar 84.3% dan 15.7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Regresi Sederhana 

Tabel 9 
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 Berdasarkan tabel diatas diperoleh kepatuhan wajib pajak = -3.921 + 1.446 

pemahaman pajak ini mengartikan bahwa jika pemahaman pajak tidak ada maka 

kepatuhan wajib pajak ada -3.921 dan jika jumlah pemahaman pajak naik satu satuan 

maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 1.446 maka pemahaman pajak 

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Uji Normalitas 

Tabel 10 

One-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed 

Residuel 

N 36 

                                                              Mean 

Normal Parametersa,b           

                                                                            Std. 

Deviation 

.0000000 

 

4.39258386 

 

 Absolute 

Most extreme Differences   Positive 

 Negative 

   

 

.089 

.065 

-.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .534 

Asymp. Sig. (2-tailed) .938 

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data 

 Berdasarkan analisis tersebut, maka diketahui bahwa pemahaman pajak, 

motivasi membayar pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 

mengikuti sebaran normal yang berdistribusi sesuai dengan prinsip kurva normal. 
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Apabila p > 0,05 sebarannya dinyatakan normal, sehingga berdasarkan tabel diatas 

hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,938 yang dapat 

disimpulkan bahwa residual dari model penelitian berdistribusi normal, dengan 

demikian syarat normalitas terpenuhi. 

 

Uji Linearitas 

 Uji ini digunakan untuk melihat apakah terjadi hubungan yang linear atau 

tidak antar variabel. (Priyatno, 2013)  mengatakan dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear bila nilai signifikansi pada linearity kurang dari 0,05. Dari tabel 

dibawah hubungan antara variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

= 0,000 < 0,05 maka memiliki hubungan yang linear. Motivasi membayar pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat nilai = 0,000 < 0,05 maka memiliki hubungan 

yang linear. Dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak = 0,000 < 0,05 

maka dapat dinyatakan memiliki hubungan linear. 

 

Tabel 11 

pemahaman pajak - kepatuhan wajib pajak 

 

Tabel 12 

motivasi membayuar pajak - kepatuhan wajib pajak 
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Tabel 13 

sanksi perpajakan – kepatuhan wajib pajak 

 

Regresi Berganda 

 Berdasarkan tabel 8 diketahui Y = -7.811 + 0.397X1 + 0.371X2 + 0.454X3, ini 

membuktikan bahwa apabila pemahaman pajak, motivasi membayar pajak, dan sanksi 

perpajakan tidak diperhitungkan maka kepatuhan wajib pajak berada pada posisi -

7.811 dan apabila motivasi membayar pajak tidak diperhitungkan sementara 

pemahaman pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 

sebesar 0.397. Dan jika pemahaman pajak tidak diperhitungkan motivasi membayar 

pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.371 dan jika sanksi 
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pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.454. Hal ini 

menunjukan bahwa pemahaman pajak, motivasi wajib pajak dan sanksi perpajakan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Uji F 

 Jika nilai sig < 0.05 maka berdasarkan hasil yang dapat dilihat di tabel 14 

dinyatakan sig = < 0,000 maka terdapat pengaruh antara pemahaman pajak, motivasi 

membayar pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 

tabel 14 didapatkan hasil 0,000 maka (hasilnya dulu baru bahas) 

Tabel 14 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah di analisis oleh penulis maka Pemahaman Pajak 

(X1) tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi variabel yang 

lain yaitu Motivasi Membayar Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki pengaruh yang tinggi. Dari semua data yang 

telah diolah penulis menyimpulkan bahwa variabel X dominan berpengaruh terhadap 

variabel Y. Maka pemahaman pajak, motivasi membayar pajak dan sanksi perpajakan 
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dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di Batam. 

 

Saran 

Peneliti ingin memberi saran agar Warga Indonesia boleh lebih memahami 

pengetahuan tentang perpajakan, sehingga warga dapat memaksimalkan pekerjaan 

untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Untuk itu, sebaiknya pemerintah mulai 

mensosialisasikan perpajakan sedapat mungkin, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, untuk memastikan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan 

perpajakan, dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan pada wajib pajak.  
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